BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencantuman klausula eksonerasi dalam transaksi jual beli properti menurut
perspektif Buku 11l KUH Perdata dan UUPK merupakan seperangkat
peraturan yang mengatur perlindungan hak-hak konsumen/pembeli beserta
mekanisme perlindungannya yang menegaskan pembatasan tanggung
jawab penjual / pengembang (developer) dalam perjanjian jual beli properti
guna meminimalisir risiko yang dapat berakibat pada kerugian pembeli /
konsumen karena ditempatkan pada posisi yang lemah karena berdasarkan
asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUH Perdata, penjual
(developer) sebagai pelaku usaha dapat membuat dan melaksanakan
perjanjian sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa mengindahkan hak-hak
konsumen yang ditegaskan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 UUPK
dan kerugian konsumen yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28
UUPK.

2. Upaya perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian jual beli properti
yang mengandung klausula eksonerasi adalah pengintegrasian upaya
pencegahan (preventif) terhadap potensi ketidakadilan yang dialami

pembeli / konsumen melalui penguatan peran dan fungsi BNPK sebagai
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penyeimbang upaya hukum represif pada penyelesaian sengketa jual beli
properti melalui putusan pengadilan (litigasi) karena selama ini keberadaan
BPSK hanya menjalankan sifat represif dalam upaya perlindungan hukum
konsumen tanpa didukung oleh upaya pembinaan dan pendidikan kepada
konsumen maupun pelaku usaha, serta memberikan perlindungan hukum
terhadap hak-hak konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha.
B. Saran
Adapun beberapa saran yang dirasakan perlu terkait penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Diperlukan pengaturan tersendiri yang mengatur penggunaan perjanjian
baku agar terhindar dari praktik monopolistik pelaku usaha yang
mencantumkan klausula eksonerasi, mekanisme perlindungan hukum
konsumen dalam transaksi bisnis dan ekonomi yang menggunakan
perjanjian baku, serta mekanisme perlindungan hukum konsumen terhadap
sengketa konsumen khususnya sengketa dalam transaksi jual beli properti.

2. Diperlukan pengaturan lebih lanjut yang dapat menguatkan peran dan fungsi
BNPK dan BPSK dalam upaya perlindungan hukum konsumen secara

represif maupun preventif
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